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MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 6/PUU-XVII/2019 

Tentang 

Pengadaan Aparatur Sipil Negara 
 
 

Pemohon :   Ahmad Ihsan, A. MD., KEP., S.H. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 bertentangan dengan Pasal 28C 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 
Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 
28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. 

Amar Putusan :   Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
Tanggal Putusan : Selasa, 26 Maret 2019. 

Ikhtisar Putusan : 

Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi 
sebagai perawat aktif, bekerja di instansi Pemerintah merasa dirugikan dengan 
ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 sehingga beberapa ketentuan di 
bawahnya menjadi diskriminatif bagi profesi perawat dan merugikan hak-hak 
konstitusional Pemohon. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 
telah melahirkan peraturan perundangan-undangan lain, di antaranya Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil dan selanjutnya Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil tersebut telah melahirkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Jabatan 
Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat puluh) Tahun yang 
sangat merugikan Pemohon yang berprofesi sebagai perawat aktif. 
 Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan 
Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-
undang, in casu UU ASN terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo. 
 Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon telah menguraikan 
secara spesifik bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 
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yang telah melahirkan peraturan perundangan-undangan lain yang lebih rendah 
merugikan Pemohon yang berprofesi sebagai perawat aktif. Oleh karena itu, 
Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menerangkan 
kerugian konstitusional yang terjadi atau potensial terjadi dengan berlakunya norma 
undang-undang yang diajukan permohonan. Sehingga dengan demikian, Pemohon 
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan         
a quo. 
 Bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan 
pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun 
kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam 
Pasal 54 UU MK dimaksud. 

Terhadap dalil permohonan Pemohon, bahwa Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 
berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional warga 
negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 
Selain itu menurut Pemohon ihwal pengadaan ASN hanya subjektivitas Pemerintah 
dalam menentukan keputusan pengadaan ASN, sehingga pasal a quo bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum. Menurut Mahkamah, pengadaan ASN yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah harus melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, 
kualifikasi, kebutuhan instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan 
dalam suatu jabatan. Pengadaan ASN tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah 
secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah ASN yang dilaksanakan 
melalui “panitia seleksi nasional pengadaan ASN” dengan melibatkan unsur dari 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara 
dan Badan Kepegawaian Negara. 

 Sebagai upaya untuk memenuhi pengadaan ASN yang sesuai dengan 
kebutuhan, diperlukan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah untuk mengisi 
kebutuhan tersebut, baik kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional 
dalam satu instansi pemerintah. Dalam posisi demikian, keberadaan norma Pasal 58 
ayat (1) UU 5/2014 adalah untuk memberikan dasar hukum dalam memenuhi 
kebutuhan ASN dimaksud. Oleh karenanya, dalam pengadaan ASN, Pemerintah 
harus memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk 
ikut berkompetisi dalam pengisian ASN. Artinya, setiap warga negara mempunyai 
kesempatan yang sama untuk menjadi ASN sepanjang memenuhi persyaratan yang 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengadaan ASN yang 
diselenggarakan oleh pemerintah dengan mendasarkan kepada prinsip-prinsip 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kesempatan yang sama demikian sesuai 
dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan segala warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Pasal 27 
ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu dalam proses pengisian 
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ASN, Pemerintah harus mempertimbangkan syarat dan kriteria yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan, antara lain, jumlah dan jenis jabatan, waktu 
pelaksanaan, jumlah instansi pemerintah yang membutuhkan dan persebaran. Secara 
yuridis, kemungkinan untuk melakukan pertimbangan dalam mengisi kebutuhan 
jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional demikian didasari pada ketentuan 
Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014. 

 Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 
5/2014 bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009, Mahkamah 
mempertimbangkan bahwa norma dalam Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 yang 
menyatakan, “Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 
jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah”, 
dapat diposisikan sebagai norma yang bersifat umum jika dikaitkan dengan Pasal 26 
ayat (3) UU 36/2009. Dengan memosisikan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 sebagai 
norma yang bersifat umum, keberadaan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009 menjadi 
instrumen hukum untuk menentukan kekhususan dalam mengatur pengisian tenaga 
ASN dalam bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan. Kekhususan dalam 
pengisian ASN tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan kebutuhannya dapat 
ditentukan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009, yaitu: a) 
jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, b) jumlah sarana pelayanan 
kesehatan, dan c) jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan 
kesehatan yang ada. Dengan demikian adalah tidak tepat untuk mengatakan bahwa 
ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3) UU 
36/2009. Bahkan keberadaan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009 merupakan kekhususan 
yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam mengisi kebutuhan ASN 
tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan. Terlebih lagi, keberadaan kedua 
Undang-Undang tersebut justru saling melengkapi dan sebaliknya apabila 
permohonan Pemohon dikabulkan dan norma Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 dimaknai 
“untuk mengisi jumlah tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja pelayanan 
dan masa pengabdian” maka hal tersebut akan menghilangkan tujuan dari 
dibentuknya ketentuan tersebut sebagai pedoman dalam pengadaan ASN yang 
tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan 
fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Lagipula, tidaklah dapat dibenarkan 
menguji konstitusionalitas suatu norma undang-undang dengan norma undang-
undang lainnya kecuali terdapat problem konstitusional di antara kedua undang-
undang dimaksud yang menjadikan salah satu atau kedua norma undang-undang 
tersebut menjadi inkonstitusional. 

 Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 
58 ayat (1) UU 5/2014 telah melahirkan peraturan perundangan-undangan lain, 
seperti Kepres 25/2018, sehingga sangat merugikan Pemohon yang berprofesi 
sebagai perawat aktif karena merasa tidak diberikan hak-hak konstitusionalnya yang 
dibedakan dengan profesi lainnya, terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah 
mempertimbangkan bahwa pelaksanaan lebih lanjut undang-undang, in casu UU 
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5/2014, kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah merupakan 
kebutuhan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Ihwal Pasal 58 ayat (1) UU 
5/2014 telah melahirkan peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah seperti 
Kepres 25/2018, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, telah merugikan hak 
konstitusional Pemohon, secara faktual dalil demikian tidaklah tepat karena Kepres 
25/2018 dibentuk bukanlah merupakan perintah ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 
5/2014 karena Konsiderans “Mengingat” angka 2 Kepres 25/2018 hanya menyebut 
UU 5/2014 secara umum. Bahkan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) yang didalilkan Pemohon 
sebagai landasan pembentukan Kepres 25/2018 sama sekali tidak mencantumkan 
Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 sebagai ketentuan yang menjadi dasar atau rujukan 
pembentukan PP 11/2017. Artinya, tidak cukup alasan untuk membenarkan dalil 
Pemohon bahwa Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 merupakan rujukan pembentukan PP 
dimaksud yang kemudian menjadi rujukan Kepres 25/2018 untuk menyatakan bahwa 
Pasal 58 ayat (1) adalah bertentangan dengan UUD 1945. Seandainyapun Kepres 
25/2018 dan PP 11/2017 yang menjadi dasar dalil pokok kerugian konstitusional 
Pemohon adalah bertentangan dengan UUD 1945, quod non, sesuai dengan 
ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hal demikian bukanlah merupakan 
kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Selain itu, permasalahan demikian lebih 
merupakan penerapan atau implementasi norma Undang-Undang a quo dan bukan 
merupakan permasalahan konstitusionalitas norma. 

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil 
Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak 
Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 


